SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 568 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menimbang

Mengingat

OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan
berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di
daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018
tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah,
pelaksanaan pengawasan terhadap obat dan makanan
di daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan
Makanan Kabupaten Bantul;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7115);



8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 338);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018
tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan
Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
13 Tahun 2020 tentang Bahan Tambahan Pangan
Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 433);

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan
Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan
Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 723);

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan
Olahan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN KABUPATEN BANTUL.



KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Obat dan Makanan Kabupaten Bantul dengan susunan dan

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan

Makanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah dalam
rangka penerapan peraturan perundang-undangan,;

b. menyusun rencana aksi dan strategi pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang
memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

c. menyelaraskan rencana aksi pembinaan dan
pengawasan obat dan makanan dengan dokumen
perencanaan daerah kabupaten;

d. melakukan rapat koordinasi Tim  Koordinasi
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau
sesuai dengan kebutuhan;

e. melakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi
pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;

f. melakukan pengawasan selama beredar produk
makanan minuman industri rumah tangga;

g. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan
yang ditetapkan Lembaga Pemerintah nonkementerian
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan; dan

h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan obat dan
makanan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber

lain yang sah.



KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan

3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 568 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  KOORDINASI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO JABATAN DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS

1 2 3

1. | Penanggung Jawab Bupati Bantul

2. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

3. | Wakil Ketua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

4. | Sekretaris Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.

Kabupaten Bantul
5. | Anggota 1. Kepala Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Bantul

3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bantul

6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



